KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 364 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi sumber daya
manusia sebagai upaya menciptakan keunggulan
kompetitif berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Badung, perlu dilakukan perubahan
susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Badung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Badung Tahun 2024;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang—Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 172);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2024.
Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung Tahun 2024, diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak
bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Maret 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
i

| KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

|
|
|

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,

W27

Ni Made Irawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 364 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

NO NAMA JABATAN KEDINASAN JABATAN
DALAM SATGAS
1. | I GUSTI KETUT GEDE YUSA KETUA KPU KABUPATEN PENGARAH
ARSANA PUTRA BADUNG
2. | AGUNG RIO SWANDISARA ANGGOTA KPU KABUPATEN PENGARAH
BADUNG
3. | INYOMAN DWI SUARNA ARTHA | ANGGOTA KPU KABUPATEN PENGARAH
BADUNG
4. | NI PUTU RULYANA KUSUMA ANGGOTA KPU KABUPATEN PENGARAH
WARDANI BADUNG
5. | T PUTU YOGI INDRA PERMANA ANGGOTA KPU KABUPATEN PENANGGUNG
BADUNG JAWAB
6. | I WAYAN NOPI SURYANTO SEKRETARIS KPU KABUPATEN KETUA
BADUNG
7. | NI MADE IRAWAT1 KASUBBAG HUKUM DAN SEKRETARIS
SUMBER DAYA MANUSIA
8. | IDA BAGUS GDE MARIAWAN KASUBBAG PERENCANAAN, ANGGOTA
DATA DAN INFORMASI
9. NI MADE SUMAWATI KASUBBAG TEKNIS ANGGOTA
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
10. | PUTU KUSUMA DEWI KASUBBAG KEUANGAN, UMUM ANGGOTA
DAN LOGISTIK
11. | NI LUH PUTU ROSALITA STAF FUNGSIONAL ANGGOTA
KUNTALA
12. | ARI WIDJAJA STAF PELAKSANA ANGGOTA
13. | ADITYA ENDRA KURNIANTA STAF PELAKSANA ANGGOTA
14. | NI MADE ARIE DARMAYANTI PPNPN ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

\ T

Ni Made Irawati

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,

ttd.

[ GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA




